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Abstrak

Kebertahanan permukiman pesisir merupakan kapasitas adaptasi yang dimiliki kawasan permukiman di wilayah pesisir. Kebertahanan
pada permukiman pesisir menjadi pertimbangan dalam merencanakan pembangunan di suatu wilayah pesisir yang terkena dampak
perubahan iklim. Kawasan permukiman di pesisir Kota Pekalongan yang berlokasi di pantai utara pulau Jawa ditetapkan menjadi salah
satu kawasan minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena memiliki potensi sumber daya kelautan dan sarana
prasarana penunjang wilayah pesisir yang memadai. Namun demikian, kawasan permukiman pesisir Kota Pekalongan menjadi salah
satu kota di pesisir yang kerap mengalami bencana banjir rob setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat
kebertahanan permukiman pesisir terhadap bencana banijir rob. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan
deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil
analisis menunjukkan bahwa tingkat kebertahanan permukiman pesisir terhadap bencana banjir rob di pantai utara Kota Pekalongan
memiliki klasifikasi kebertahanan tingkat sedang. Nilai klasifikasi kebertahanan tingkat sedang dapat diartikan bahwa karakteristik
pada kawasan permukiman pesisir di pantai utara Kota Pekalongan belum sepenuhnya memenuhi kriteria dari beberapa indikator.

Kata kunci: banjir rob; kebertahanan; Kota Pekalongan; permukiman pesisir

Abstract

Resiliency of coastal settlements is the adaptation capacity of settlements in coastal areas. Resiliency of coastal settlements is
considered when planning to development in a coastal area affected by climate change. Settlements on the coastal area of Pekalongan
City was designated as one of the minapolitan areas by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries because its potential for marine
resources and its adequate infrastructure. However, the coastal seftlement area of Pekalongan City is one of the areas that often
experience tidal floods every year. Therefore, the city of Pekalongan must be able to adapt in terms of physical, environmental, and
social aspects. This study aims to assess the level of resiliency of coastal settlements to tidal flood disasters. This study uses a
quantitative method with a quantitative descriptive approach. Data collection was carried out utilizing field observations, questionnaires,
interviews, and literature review. The analysis results show that the resilience level of coastal settlements against flash flood disasters
on the North Coast of Pekalongan City has a moderate resilience classification. The value of the resilience classification is a moderate
level that can be interpreted that the North Coast of Pekalongan City have not fully met the criteria of several indicators of resiliency.

Keywords: coastal settlements; Pekalongan City; resiliency; tidal floods

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km
menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan dan ketahanan kawasan permukiman pesisir. Dengan sekitar 120 juta
penduduk yang bermukim di kawasan pesisir, mobilisasi tempat tinggal ke daerah ini meningkat sehingga menciptakan
lingkungan dengan penggunaan lahan yang dinamis (Marfai et al., 2017). Kawasan permukiman pesisir bukan hanya
menjadi tempat hunian, tetapi juga sumber daya vital, terutama dari sektor kelautan perikanan. Namun, pertumbuhan
penduduk yang cepat dan pembangunan permukiman di pesisir menyebabkan tekanan ekologis yang signifikan. Banjir
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rob menjadi fenomena yang meluas di lokasi pesisir, terutama disertai dengan tingginya permukaan air laut sebagai akibat
dari pemanasan global (Marfai et al., 2017).

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kawasan pesisir utara Pulau
Jawa yang sedang mengalami permasalahan banjir rob serta penurunan muka tanah (Dewi et al., 2022). Banjir pasang
atau banijir rob (tidal flooding) merupakan pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda-benda
langit, terutama bulan dan matahari, terhadap massa (berat jenis) air laut di bumi (Okvitasari et al., 2024). Berdasarkan
data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan (2022), ketinggian pada kenaikan
permukaan air laut di seluruh kecamatan Kota Pekalongan adalah 4,3 mm/tahun. Menurut Taherkhani et al. (2020),
kenaikan kecil dalam permukaan laut dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan pada bencana banjir rob terutama
di kawasan pesisir yang rentan. Selain kenaikan air laut, penurunan permukaan tanah juga berkontribusi terhadap
terjadinya banijir rob (Yoga et al., 2020; Hakim et al., 2022; Salsabillah et al., 2024). Hal ini didukung oleh penelitian
Fauziah et al (2022), yang berpendapat bahwa jenis tanah Kota Pekalongan memiliki jenis tanah endapan aluvial yang
usianya tergolong masih muda yang secara alami akan terus mengalami penurunan.

Kecamatan Pekalongan Utara menjadi salah satu kawasan yang paling sering dilanda banjir rob dengan luas sebesar
405,64 ha pada tahun 2020 (Iskandar et al., 2020). Kecamatan Pekalongan Utara memiliki topografi yang sangat datar
yang menyebabkan kawasan kerap mengalami genangan banjir rob (Putri et al., 2024). Beberapa wilayah
mengindikasikan adanya penurunan tanah yang diperparah dengan kualitas jaringan drainase perkotaan yang buruk yang
menjadi faktor utama terjadinya banjir rob (Dewi et al., 2022). Namun demikian, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor Kep: 32/Men/2010, salah satu wilayah di Kota Pekalongan, yaitu Kelurahan Panjang Baru yang
terletak di Kecamatan Pekalongan Utara ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia karena memiliki
potensi ekonomi yang besar dalam sektor perikanan.

Kondisi permasalahan bencana banjir rob yang menggenangi kawasan permukiman pesisir secara signifikan serta
potensi ekonomi pada sektor perikanan berimplikasi pada urgensi pemenuhan terhadap kebertahanan permukiman pesisir
dalam menanggulangi dampak banijir rob. Kondisi tersebut mendorong adanya kajian mengenai tingkat kebertahanan
permukiman pesisir. Meskipun demikian, penelitian mengenai kebertahanan permukiman pesisir di pesisir pantai utara
Kota Pekalongan belum banyak dilakukan. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang berfokus pada penilaian tingkat
kebertahanan kawasan permukiman pesisir terhadap bencana banjir rob di pesisir pantai utara Kota Pekalongan.
Penelitian mengenai identifikasi tingkat kebertahanan kawasan permukiman pesisir terhadap banijir rob di pesisir pantai
utara Kota Pekalongan diperlukan sebagai dasar informasi dalam menanggulangi kenaikan muka air laut dan penurunan
muka tanah yang menyebabkan masalah banjir rob di Kota Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan dan kajian mendalam mengenai penilaian tingkat kebertahanan kawasan permukiman pesisir terhadap bencana
banijir rob di pantai utara Kota Pekalongan.

2. KAJIAN TEORI
2.1 KARAKTERISTIK PERMUKIMAN PESISIR

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah batas antara ekosistem darat dan laut, dengan jarak ke arah laut sejauh
12 mil dari garis pantai untuk wilayah provinsi dan sepertiga dari wilayah laut provinsi untuk wilayah kabupaten/kota,
sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep: 10/MEN/2008 tentang Pedoman Umum
Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang strategis karena dapat menjangkau
ke kawasan fungsional lainnya (Achmad, 2022). Teori tersebut selaras dengan teori yang dijelaskan oleh Kristiyanti (2016)
dalam (Achmad, 2022), yang berpendapat bahwa wilayah pesisir dijadikan sebagai titik temu untuk berbagai kegiatan.
Wilayah pesisir juga memiliki definisi sebagai peralihan antara laut dan daratan yang rawan banijir akibat ketinggian muka
tanah lebih rendah dengan ketinggian air laut (Salim et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, permukiman pesisir adalah lingkungan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas penunjang
masyarakat yang terletak di kawasan pesisir dan terletak di perbatasan antara wilayah perairan dan daratan. Permukiman
pesisir merupakan lingkungan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas penunjang masyarakat yang
terletak di kawasan pesisir dan terletak di perbatasan antara wilayah perairan dan daratan (Aguspriyanti et al., 2020).
Teori tersebut selaras dengan pendapat yang dijelaskan oleh Lautetu dalam Aguspriyanti & Helen (2022), bahwa
permukiman di wilayah pesisir adalah bagian permukiman yang dekat dengan pantai. Fakta tersebut sejalan dengan yang
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dijelaskan oleh Achmad (2022), bahwa permukiman pesisir adalah sekumpulan hunian dengan masyarakat yang sangat
populer dengan berbagai aktivitas kelautannya dan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan ikan. Hal
tersebut didukung dengan pendapat yang disampaikan oleh Mujio et al (2016) bahwa kawasan pesisir yang umumnya
adalah wilayah daratan terestrial dan perbatasan wilayah perairan memiliki karakteristik wilayah yang dinamis. Hal
tersebut berarti kawasan pesisir saling memengaruhi dengan yang lainnya secara ekologi maupun sosial.

2.2 ELEMEN KEBERTAHANAN PADA PERMUKIMAN PESISIR

Menurut Kankam et al. (2013) dalam penelitiannya yang berkaitan dengan kapasitas adaptif untuk permukiman pesisir
tangguh di distrik pesisir wilayah barat Ghana, elemen kemampuan bertahan pada permukiman pesisir terdiri dari
kesadaran masyarakat dari kondisi setempat (public awareness of local conditions), pengelolaan sumber daya pesisir
(coastal resources), kesiapsiagaan darurat (emergency preparedness), ketersediaan masyarakat pesisir dan organisasi
lokal (coastal community and local organization). Menurut Rahmawati et al. (2022) dalam penelitiannya terkait
kebertahanan permukiman nelayan di pesisir pantai utara, dalam mempertahankan permukiman pesisir, penting adanya
keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk membantu mewujudkan kebertahanan yang dilihat dari beberapa aspek.
Beberapa aspek tersebut meliputi peran pemerintah, masyarakat pesisir, ekonomi masyarakat pesisir, dan pengelolaan
sumber daya alam pesisir. Teori tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Silas et al. (2020) dalam
penelitiannya terkait kapasitas adaptif di permukiman pesisir Tanzania, menjabarkan bahwa terdapat empat indikator
aspek kebertahanan pada studi kasus permukiman pesisir, yakni kapasitas dalam mengantisipasi ancaman di kawasan
pesisir, modal sosial, fleksibilitas mata pencaharian, dan ketersediaan infrastruktur kawasan pesisir.

Teori-teori di atas selaras dengan yang dijelaskan oleh Lebbe et al. (2021) bahwa dalam mempertahankan
permukiman di pesisir, harus mengelola pembangunan infrastruktur laut (building hard protection), konservasi lingkungan
(implementing soft protection), adanya mitigasi bencana oleh masyarakat pesisir (accommodating to reduce vulnerability),
dan adanya kemampuan adaptasi untuk ekosistem lingkungan. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori yang
dikemukakan oleh Noor & Maulud (2022) bahwa pada dasarnya kebertahanan permukiman yang terdapat di pesisir harus
dilakukan dengan tiga upaya, yakni manajemen kawasan pesisir, pengelolaan mangrove/bakau, dan peningkatan kualitas
manajemen pemerintah.

2.3. DAMPAK BENCANA BANJIR ROB

Bencana banjir rob di wilayah pesisir dapat mengakibatkan berbagai kerusakan, termasuk kerusakan terhadap pesisir
dan garis pantai, kerusakan pada infrastruktur dan fasilitas seperti jaringan jalan, air bersih dan drainase, dampak negatif
terhadap kualitas permukiman, penurunan produktivitas lahan pertanian, serta peningkatan risiko penyakit (Marfai et al.,
2014). Dewi et al. (2022) menjelaskan bahwa dampak banjir rob terhadap kawasan permukiman pesisir akan berdampak
pada kualitas konstruksi permukiman, tingginya permintaan dan pasokan air bersih, sistem drainase yang terganggu,
struktur pertahanan banjir yang lemah, dan adanya partisipasi kelembagaan dalam menyediakan jalur evakuasi. Hakim et
al. (2022) menjelaskan bahwa dampak fisik infrastruktur akibat banjir rob akan mengancam kerusakan pada bangunan
rumah dan infrastruktur, tercemarnya sumber air bersih, sistem drainase dan sanitasi lingkungan terganggu. Dampak
baniir rob terhadap aspek sosial dan ekonomi menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, terinduksinya
mata pencaharian penduduk sekitar sehingga pendapatan tidak stabil. Sebaliknya, dampaknya terhadap aktivitas sosial
tidak signifikan. Orang-orang yang terdampak bencana banjir masih enggan untuk pindah ke lokasi lain. Masyarakat
pesisir memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pesisir lainnya untuk melakukan upaya penanggulangan bencana
banijir karena faktor budaya dan sosial yang erat. Pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Fajrin et al. (2021)
bahwa kerusakan infrastruktur dan permukiman tidak hanya disebabkan oleh banjir rob, melainkan juga berdampak negatif
pada kegiatan masyarakat, penghasilan ekonomi, aktivitas individu, berubahnya kondisi ekosistem pesisir, kerusakan
bangunan di dekat pantai serta kehilangan kesempatan kerja.

3. METODE PENELITIAN
3.1. WILAYAH PENELITIAN

Lingkup wilayah penelitian ini adalah kawasan permukiman pesisir di pantai utara Kota Pekalongan yang terletak di
Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dalam penentuan dan pemilihan delineasi
pada wilayah penelitian, diperlukan beberapa pertimbangan dengan melakukan overlay yang berkaitan zonasi wilayah
pesisir di Kota Pekalongan, lokasi yang memiliki kerawanan bencana banjir rob tinggi, penentuan kawasan minapolitan di
Kota Pekalongan, dan lokasi yang memiliki sarana pendukung di kawasan pesisir seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI),
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tempat penjemuran ikan, dermaga, dan gudang penyimpanan ikan. Luas wilayah penelitian adalah 83,60 ha. Peta ruang
lingkup wilayah penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.

TUGAS AKHIR

o“w;:c

3.2 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan rangkaian bentuk kegiatan berpikir
yang dikerjakan dari rumusan masalah yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Jenis penelitian
yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Machali (2021), penelitian kuantitatif
adalah jenis penelitian yang mengoperasikan penggabungan data, pengolahan, hasil, dan penarikan kesimpulan pada
proses penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dikarenakan dalam penelitian ini dilakukan
pengukuran serta perhitungan yang objektif pada setiap variabelnya.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer
dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Dalam penelitian ini, dilakukan dua metode observasi, yaitu
observasi lapangan secara langsung dan observasi menggunakan citra satelit. Wawancara yang dilakukan pada penelitian
ini ditujukan kepada masyarakat dan instansi pemerintahan. Sementara itu, responden kuesioner dalam penelitian ini
adalah masyarakat kawasan penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur dari beberapa
instansi kota, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, Dinas Perumahan dan
Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan
Hidup Kota (DLH) Pekalongan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan, serta instansi Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

3.4 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman pesisir pantai utara
Kota Pekalongan yang berjumlah 2.749 jiwa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non
probability sampling dengan metode accidental sampling, yang artinya merujuk pada pemilihan sampel berdasarkan
kebetulan dengan mengambil responden di kawasan penelitian yang kebetulan ada, yang artinya siapa pun responden
yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dianggap sebagai sampel apabila responden yang kebetulan
ditemui dianggap sesuai sebagai sumber data (Machali, 2021). Dalam menentukan jumlah sampel, dilakukan perhitungan
menggunakan rumus Slovin pada persamaan 1. Variabel n adalah jumlah sampel atau responden, N adalah jumlah
populasi wilayah penelitian, yaitu sebanyak 2.749 jiwa, dan e merupakan peresentase margin of error yang digunakan
dalam penelitian, yaitu sebesar 10% atau 0,1.

n = 96,68 ~ 97
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Variabel, subvariabel, dan indikator penilaian ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel, Subvariabel, dan Indikator Penelitian

No. Variabel

Subvariabel

Indikator

Keterlibatan

Implementasi program
pemeliharaan infrastruktur

Implementasi program peningkatan jalan
Lebar ruas jalan utama yang dilalui jalur evakuasi
Implementasi program pengembangan drainase
Kondisi drainase
Sub sistem drainase yang terhubung stasiun pompa

1. lembaga Implementasi program peningkatan jaringan air bersih
pemerintah Implementasi program
pemberdayaan masyarakat Implementasi program bantuan sarana dan prasarana
pesisir
Implementasi program
peninZkatan kapgsitgs SDM Implementasi program pelatihan/workshop
Partisipasi Interaksi sosial masyarakat Kegiatan/forum masyarakat dalam satu bulan
2 masyarakat Pembentukan lembaga pengelolaan sampah
pesisir Upaya pengelolaan sampah Perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah
Upaya peninggian bangunan Upaya masyarakat pesisir melakukan peninggian
Adantasi rumah tinggal bangunan rumah
3 masygrakat Pembentukan Kelompok Usaha Adanya pembentukan kelompok (KUB) bersama
pesisir Bersama (KUB masyarakat pesisir lainnya
Ketersediaan alternatif mata Adanya ketersediaan alternatif mata pencaharian yang
pencaharian dimiliki oleh masyarakat pesisir
Konserva3| . Adanya kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di sekitar
4 lingkungan Upaya konservasi lingkungan . ki
pesisir sempadan pantai dan sekitarnya
Ketersediaan stuktur pertahanan garis pantai
Ketersediaan Early Warning System berupa alat
Tindak Ketersediaan sarana mitigasi pendeteksi dini bencana alam
indakan bencana Ketersediaan jalur evakuasi
5 mitigasi Ketersediaan titik kumpul evakuasi
bencana Ketersediaan posko darurat
Adanya pengetahuan masyarakat Kemampuan masyarakat memiliki pengetahuan
dalam mitigasi bencana mendasar terkait mitigasi bencana
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, teknik analisis skoring,
pembobotan variabel, dan teknik analisis kebertahanan. Metode kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data dari
hasil wawancara, analisis literatur, kuesioner, dan observasi kuantitatif untuk mengestimasi tingkat resiliensi kawasan
pesisir terhadap banjir rob. Tujuan dari analisis deskriptif kuantitatif adalah untuk memperoleh skor yang diperoleh dari
kompilasi data. Teknik analisis kedua dalam penelitian ini menggunakan metode skoring. Sementara itu, teknik analisis
skoring dilakukan mulai dari per indikator hingga per subvariabel, dan akhirnya menghitung skor agregat per variabel.
Penilaian dalam analisis ini akan menggunakan indeks dengan rentang nilai antara 4,00 hingga 1,00. Skor 4,00 akan
diberikan kepada hasil tertinggi, sementara skor 1,00 akan diberikan kepada hasil terendah.

Setelah dilakukan analisis skoring dan sebelum melakukan analisis tingkat kebertahanan, dilakukan teknik analisis
pembobotan. Pembobotan dilakukan dengan perhitungan menggunakan persamaan (2). Variabel x max merupakan skor
maksimal tiap variabel sedangkan n adalah total maksimal skor semua variabel. Kemudian, berdasarkan perhitungan
persamaan (2) diperoleh perhitungan bobot masing-masing variabel pada Tabel 2.

xmax

Bobot Variabel =
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Langkah selanjutnya adalah melakukan penggabungan nilai dengan mengalikan skor dan bobot masing-masing
variabel yang telah didapatkan sebelumnya dengan menggunakan persamaan (3).

Penggabungan nilai maksimal =Y, Un X XN ..o 3)

Dengan menggunakan persamaan (3), didapatkan total nilai maksimal pembobotan adalah 24,48 dan nilai minimal
pembobotan adalah 5,67 dengan rincian tiap variabel sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Maksimal dan Minimal Pembobotan Variabel

No Variabel Nilai Maksimal Nilai Minimal

Pembobotan Pembobotan
1 Keterlibatan lembaga pemerintah 12,16 3,04
2 Partisipasi masyarakat pesisir 1,68 0,42
3. Adaptasi masyarakat pesisir 1,68 0,42
4 Konservasi lingkungan pesisir 2,00 0,05
5 Tindakan mitigasi bencana 6,96 1,74
Total Nilai Pembobotan 24,48 5,67

Hasil perhitungan pada Tabel 3 adalah hasil nilai maksimal dan minimal interval untuk menilai tingkat kebertahanan
permukiman pesisir terhadap bencana banjir rob di Kota Pekalongan. Analisis kebertahanan permukiman pesisir akan
menghasilkan output berupa nilai interval dari hasil penilaian skoring sebelumnya yang ada di kawasan permukiman
pesisir pantai utara Kota Pekalongan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian range kebertahanan
untuk mengetahui tingkat kebertahanan kawasan permukiman pesisir terhadap bencana banjir rob di Pantai Utara Kota
Pekalongan. Penelitian ini menggunakan perhitungan dengan metode Sturgess (Bachri, 2019) untuk menentukan range
tingkat kebertahanan yang dapat dilihat pada persamaan (4) dengan K merupakan jumlah klasifikasi, sedangkan n adalah
jumlah indikator.

K =14 3,31087 coieeieiiieeeeeee s (4)
K=536=5

Berdasarkan perhitungan klasifikasi, penilaian pada tingkat kebertahanan permukiman pesisir diklasifikasikan menjadi
5 kelas. Penentuan interval dari masing-masing klasifikasi dengan menggunakan rumus Sturgess dapat dilihat pada
persamaan (5).
Nilai maksimal pembobotan—Nilai minimal pembobotan

Interval = e (5)
Jumlah Klasifikasi

Interval = 3,76

Kemudian, untuk mempermudah mempresentasikan kondisi tingkat kebertahanan pada kawasan, maka dilakukan
pengklasifikasian kuantitatif menjadi lima kategori sebagaimana pada Tabel 4. Pembobotan tiap variabel dan subvariabel
ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 4. Interval Tingkat Kebertahanan Permukiman Pesisir
terhadap Bencana Banjir Rob

Klasifikasi Tingkat Kebertahanan Nilai Interval
Sangat Rendah 5,67-9,43

Rendah 9,44 -13,20

Sedang 13,21 -16,97

Tinggi 16,98 - 20,74

Sangat Tinggi 20,75-24,48
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Tabel 5. Pembobotan Variabel

Skor Bobot Skor
Variabel Sub Variabel Indikator Maksimal Tiap Minimal
Variabel  Variabel  Variabel
Implementasi program
Jaringan peningkatan jalan
Jalan Lebar ruas jalan utama yang
_ dilalui jalur evakuasi
Implementasi Implementasi program
program _ pengembangan drainase
pemehharaan Jarllngan Kondisi drainase
infrastruktur Drainase Subsistem drainase yang
Keterlibatan terhubung stasiun pompa
lembaga Air Implementasi program 32 0,38 8
pemerintah bersih peningkatan jaringan air bersih
Implementasi .
roaram Implementasi program bantuan sarana dan
prog prasarana penunjang ekonomi masyarakat
pemberdayaan L
o pesisir
masyarakat pesisir
Implementasi
program Implementasi program pelatihan/workshop
peningkatan untuk peningkatan SDM masyarakat pesisir
kapasitas SDM
Interaksi sosial Kegiatan/forum masyarakat dalam satu
Partsipasi masyarakat bulan
Pembentukan lembaga pengelolaan
masyarakat v ba peng 12 0,14 3
L Upaya pengelolaan sampa
pesisir sampah Perilaku masyarakat dalam pengolahan
sampah
lépaya peninggran Upaya masyarakat pesisir melakukan
angunan rumah L
. peninggian bangunan rumah
tinggal
Adaptasi Pembentukan Adanya pembentukan kelompok (KUB
masyarakat ~ Kelompok Usaha e mpok (KUE) 2 0,14 3
o bersama masyarakat pesisir lainnya
pesisir Bersama (KUB)
Ketersediaan Adanya ketersediaan alternatif mata
alternatif mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat
pencaharian pesisir
Konservasi  Upaya konservasi Adanya kegiatan rehabilitasi hutan
lingkungan lingkungan mangrove di sekitar sempadan pantai dan 4 0,05 1
pesisir sekitarnya
Ketersediaan struktur pertahanan garis
Ketersediaan . pantai .
e Ketersediaan Early Warning System berupa
sarana mitigasi ey
' bencana alat pendete.kS| d!n| bencana a!am
Tindakan Ketersediaan jalur evakuasi
mitigasi Ketersediaan titik kumpul evakuasi 24 0,29 6
bencana Ketersediaan posko darurat
Adanya -
Kemampuan masyarakat memiliki
pengetahuan W
pengetahuan mendasar terkait mitigasi
masyarakat dalam b
I encana
mitigasi bencana
. Total
Total Skor Indikator 84 Bobot: 1 21
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK ASPEK KEBERTAHANAN KAWASAN PERMUKIMAN PESISIR TERHADAP
BENCANA BANJIR ROB DI PANTAI UTARA KOTA PEKALONGAN

4.1.1. Keterlibatan Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah memiliki peran yang penting dalam menanggulangi bencana banjir rob untuk melindungi
keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir rob.
Pada tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota di Indonesia yang terdampak perubahan iklim dan mendapat
perhatian dari Forum Kemitraan (Partnership for Governance Reform) dengan menerima donasi sebesar 86 miliar melalui
aplikasi Dana Adaptasi untuk penanganan banjir rob (Hidayah & Nugroho, 2023). Variabel keterlibatan lembaga
pemerintah terdiri dari tiga subvariabel yaitu implementasi program pemeliharaan infrastruktur, implementasi program
pemberdayaan masyarakat pesisir, dan implementasi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

4.1.1.1. Implementasi Program Pemeliharaan Infrastruktur

Program pemeliharaan infrastruktur di kawasan penelitian belum sepenuhnya bertahan terhadap ancaman bencana
banijir rob yang terjadi di kawasan permukiman pesisir. Program pemeliharaan infrastruktur ditandai dengan adanya
indikator peningkatan jalan, drainase, dan air bersih yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2022. Pada
subvariabel implementasi program peningkatan jalan, terdapat 3 program yang telah dilaksanakan dari 6 rencana program
peningkatan jalan menurut dokumen pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi jalan di DINPERKIM dan DPUPR Kota
Pekalongan. Hasil capaiannya adalah 50% program peningkatan jalan yang ada telah diterapkan dengan skor 2.

Pada indikator kedua, yaitu lebar ruas jalan yang dilalui oleh jalur evakuasi, capaiannya yang dihasilkan adalah 60%
ruas jalan utama kawasan penelitian yang dilalui oleh jalur evakuasi memenuhi kriteria lebar jalan yang ditentukan. Jalan
eksisting yang dijadikan jalur evakuasi bencana banjir di kawasan penelitian adalah JI. Kusuma Bangsa, JI. Pantaisari, Jl.
Samudra, Gg. Bahari, JI. Kunti Utara, JI. Sidomukti 19, Gg. Cemara, Boyongsari Gg. 1, dan Boyongsari Gg. 2. Jalan-jalan
tersebut ditetapkan oleh BPBD Kota Pekalongan karena mengarah pada titik terdekat kumpul evakuasi dan rute terdekat
menuju posko darurat. Indikator lebar ruas jalan yang dilalui oleh jalur evakuasi mendapatkan skor 3. Peta lebar ruas jalan
utama yang dilalui oleh jalur evakuasi ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Lebar Ruas Jalan Utama yang Dilalui Jalur Evakuasi Bencana

Pada indikator ketiga, yaitu implementasi program drainase, identifikasi menunjukkan hanya 1 program dari 3 rencana
program pengembangan drainase yang telah terimplementasi. Program yang telah dilaksanakan, yaitu program
pembangunan drainase di Panjang Baru Timur. Capaian pada indikator implementasi program pengembangan drainase
tercapai sebesar 33,3% dan mendapatkan indeks skor 2. Pada indikator kondisi drainase, berdasarkan hasil kuesioner
kepada 97 responden di kawasan penelitian, sebanyak 10,31% masyarakat melaporkan bahwa drainase pada lingkungan
permukimannya tidak mengalami genangan. Sementara itu, 6,19% masyarakat menyatakan adanya genangan dengan
tinggi kurang dari 30 cm dengan lama genangan kurang dari 2 jam, yang terjadi kurang dari 2 kali dalam setahun pada
drainase di lingkungan permukimannya. Sebanyak 29,90% masyarakat melaporkan drainase pada lingkungan
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permukimannya terjadi genangan dengan tinggi 30 cm, dengan lama genangan 2 jam, dan terjadi 2 kali dalam setahun.
Sementara itu, 53,70% sisanya mengalami genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm, lama genangan lebih dari 2 jam, dan
terjadi lebih dari 2 kali dalam setahun di lingkungan permukiman masyarakat kawasan penelitian. Berdasarkan hasil
perhitungan kuesioner, indikator pada kondisi drainase di kawasan penelitian mendapatkan persentase rata-rata 43,3%
sehingga mendapatkan skor 2.

Indikator sub drainase yang terhubung stasiun pompa memiliki capaian 100%, yang dibuktikan dengan Pemerintah
Kota Pekalongan yang telah membangun 27 titik stasiun pompa sejak tahun 2011 untuk mengoptimalkan pengendalian
banijir rob di beberapa subsistem drainase Kota Pekalongan. Stasiun pompa ini berperan dalam menyedot air yang
menggenang di ruas drainase, meningkatkan aliran air yang lancar, dan mengurangi potensi banijir rob. Kapasitas stasiun
pompa berkisar antara 300 hingga 1.200 liter per detik, dan ditempatkan di titik-titik sub sistem drainase yang sering
mengalami genangan air. Kawasan penelitian memiliki 3 titik stasiun pompa yang terletak di JI. Samudra, JI. Kusuma
Bangsa, dan JI. Sidomukti 19 dengan kapasitas 200-400 liter per detik. Peta subsistem drainase yang terhubung stasiun
pompa ditunjukkan pada Gambar 3.

TUGAS AKHIR

Gambar 3. Peta Subsistem Drainase yang Terhubung Stasiun Pompa

Menurut dokumen rencana pengadaan umum di DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2022, pada indikator implementasi
jaringan air bersih terdapat 1 program yang telah dilaksanakan yaitu program revitalisasi sarana dan prasarana air bersih
serta perawatan Pamsimas di Perum Griya Cemara yang berlokasi di JI. Kusuma Bangsa RT 06 RW 06 Kelurahan
Panjang Baru. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator implementasi program peningkatan
air bersih tercapai sebesar 100% dan mendapatkan indeks skor 4.

4.1.1.2. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat rencana atau program pemberdayaan untuk masyarakat
yang disusun oleh DKP Kota Pekalongan, yaitu berupa bantuan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian
kawasan pesisir terutama di bidang kelautan dan perikanan. Hasil identifikasi pada penelitian menunjukkan bahwa 60%
program bantuan sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat pesisir telah diimplementasikan pada tahun 2022
dan mendapatkan skor 3. Berdasarkan hasil pembahasan, sebagian program dan rencana yang telah diimplementasikan
tersebut dinilai belum sepenuhnya selaras dengan teori Ramdayanti et al. (2021) yang mengemukakan bahwa
kebertahanan dalam aspek keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara
memberikan bantuan sarana prasarana sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah
pesisir. Di samping itu, sebagian program dan rencana dinilai telah selaras dengan teori karena sudah memiliki rencana
dan program yang sesuai.

4.1.1.3. Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Berdasarkan dokumen pelaksanaan program dari Kelurahan Panjang Baru, dari 5 rencana program yang akan
dijalakan, hanya 1 program yang telah dilakukan oleh instansi. Program tersebut yaitu pelatihan setir mobil, sehingga
capaian implementasi program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) mendapatkan capaian sebesar 20%
yaitu skor 1. Kondisi rendahnya implementasi pada program peningkatan kapasitas SDM dinilai tidak relevan dengan teori,
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dari Achmad (2022) yang berpendapat bahwa keterlibatan lembaga pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan
kualitas sumber daya manusia, dimana masyarakat kawasan pesisir dapat meningkatkan standar hidup dan menjadi
mandiri. Kurangnya implementasi pada program pelatihan atau workshop dinilai relevan dengan kurangnya ketersediaan
alternatif mata pencaharian. Kondisi tersebut disebabkan oleh sedikitnya program pelatihan yang terimplementasi di
kawasan perencanaan dan sedikitnya pekerjaan sampingan yang dimiliki oleh masyarakat kawasan penelitian.

4.1.2. Partisipasi Masyarakat Pesisir

Variabel partisipasi masyarakat pesisir menilai perspektif masyarakat terkait aspek sosial dan lingkungan yang relevan
dengan konteks penelitian. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, variabel partisipasi masyarakat pesisir belum
sepenuhnya memenuhi kriteria kebertahanan permukiman pesisir di pantai utara Kota Pekalongan karena sebagian besar
indikator yang telah dijabarkan belum menunjukkan bertahan.

4.1.2.1. Interaksi Sosial Masyarakat

Kebertahanan pada variabel partisipasi masyarakat pesisir dapat dilihat dari interaksi sosial masyarakat. Berdasarkan
hasil identifikasi, terdapat lebih dari 3 kegiatan/forum masyarakat dalam satu bulan yang tertera dalam Tabel 5. Kegiatan
atau forum yang dilakukan oleh masyarakat dalam satu bulan dinilai telah bertahan dalam kategori tingkat tinggi terhadap
ancaman bencana banjir rob. Kegiatan dan forum yang dilakukan oleh masyarakat penelitian dapat memfasilitasi
masyarakat untuk melakukan kolaborasi ide dalam penyediaan modal usaha bersama. Dengan mengumpulkan sumber
daya secara kolektif, masyarakat yang tergabung dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau lembaga organisasi
lainnya dapat memulai mengembangkan usaha yang dapat mengurangi dampak ekonomi akibat bencana banijir rob.
Selain penyediaan modal usaha bersama, kegiatan dan forum yang dilaksanakan oleh masyarakat memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang penanganan bencana banjir rob, berbagi
pengalaman tentang konstruksi rumah yang tahan banijir, dan dapat digunakan sebagai wadah untuk penggalangan dana
bencana banjir rob, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat penelitian tentang risiko banjir rob. Dengan
pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah preventif dan strategis dalam mengatasi
bencana banjir rob seperti meninggikan bangunan rumah dan mengalokasikan dana darurat pribadi.

Tabel 5. Forum Kegiatan Sosial

No Forum Kegiatan Tingkat Forum dan Kegiatan Frekuensi (bulan)
Forum Rapat RT . 2 kali/ bulan

1 Forum Rar?at RW Tingkat RW dan RT 1 kali/ bulan

2 Forum Karang Taruna Karang Taruna Tingkat RW (RW 6-10) 1-2 kali/bulan

3 Pengajian/ Hadroh Ibu-lbu Pengajian Tingkat RW 4 kali/ bulan

4 Kerja Bakti Tingkat RT 4 kali/bulan

5 Forum PKK PKK Tingkat RT 1 kali/ bulan

6 Posyandu Balita, Remaja, dan Lansia Posyandu Tingkat RW 1-3 kali/bulan

4.1.2.2. Upaya Pengelolaan Sampah

Hasil identifikasi di kawasan penelitian terkait dengan indikator lembaga pengelolaan sampah menunjukkan bahwa
lembaga pengelolaan sampah dalam aspek partisipasi masyarakat pesisir dinilai bertahan terhadap ancaman bencana
banjir rob dalam kategori tingkat sedang. Hal tersebut disebabkan lembaga pengelolaan sampah belum terbentuk secara
mandiri oleh masyarakat penelitian. Partisipasi masyarakat yang melibatkan kolaborasi masyarakat setempat dan
pemangku lainnya masih rendah. Dalam konteks banijir rob, lembaga juga belum memiliki rencana darurat apabila terjadi
bencana banjir rob dan belum memiliki upaya untuk mengurangi dampak bencana pada fasilitas pengelolaan sampah.
Hasil kuesioner pada indikator perilaku masyarakat dalam mengolah sampah tertera pada Gambar 4.

Selain lembaga pengelolaan sampah, terdapat indikator perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah. Hasilnya
adalah 73,2% masyarakat hanya membuang sampah di tempatnya dan tidak melakukan pemilahan sampah, 23,7% dari
masyarakat telah memilah sampah namun tidak mengolah sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan
sisanya 3,1% masyarakat telah memilah sampah dan mengolah sampah dengan prinsip 3R. Berdasarkan hasil
perhitungan kuesioner, indikator pada perilaku masyarakat penelitian dalam mengelola sampah mendapatkan persentase
rata-rata adalah 57,5% dan memperoleh skor 3. Lembaga pengelolaan sampah mendapatkan interpretasi bertahan
terhadap bencana banjir rob pada tingkat sedang.
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0% 3% = Masyarakat telah memilah sampah dan mengolah sampah dengan
’ Prinsip 3R (Reduce,Reuse, Recycle)

= Masyarakat telah memilah sampah namun tidak mengolah sampah
dengan prinsip 3R (Reduce,Reuse, Recycle)

Masyarakat hanya membuang sampah di tempatnya dan tidak melakukan
pemilahan sampah

73% = Masyarakat tidak membuang sampah di tempatnya

Gambar 4. Perilaku Masyarakat Penelitian dalam Mengelola Sampah
4.1.3. Adaptasi Masyarakat Pesisir

Adaptasi merupakan respons dan reaksi yang diperlukan untuk mengurangi kerentanan akibat banjir rob dan
menangani dampaknya saat ini dan di masa mendatang (Murtiaji et al., 2023). Penilaian variabel adaptasi masyarakat
pesisir menilai perspektif masyarakat terkait adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ancaman bencana banijir
rob yang relevan dengan konteks penelitian. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, bahwa
variabel adaptasi masyarakat pesisir kurang memenuhi kriteria kebertahanan permukiman pesisir di pantai utara Kota
Pekalongan karena ada beberapa indikator yang telah dijabarkan untuk menilai tingkat kebertahanan partisipasi
masyarakat pesisir menunjukkan kurang bertahan.

4.1.3.1. Upaya Peninggian Bangunan Rumah Tinggal

Upaya peninggian pada bangunan rumah tinggal mengidentifikasi bentuk adaptasi dan penyesuaian masyarakat
pesisir terhadap permukimannya dalam menanggulangi bencana banjir rob yang terjadi. Hasil kuesioner pada peninggian
bangunan rumah tertera pada Gambar 5.

= Masyarakat pesisir melakukan peninggian bangunan
rumah dengan tinggi lebih dari 100cm

= Masyarakat pesisir melakukan peninggian bangunan
rumah dengan tinggi antara 60cm-100cm

Masyarakat pesisir melakukan peninggian bangunan
rumah namun < 60cm

= Masyarakat pesisir tidak melakukan peninggian
bangunan

Gambar 5. Peninggian Bangunan Rumah

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner, indikator perilaku masyarakat penelitian dalam mengelola sampah
mendapatkan persentase rata-rata 73,5% sehingga mendapatkan skor 3 dengan interpretasi kebertahanan bencana banjir
rob tingkat sedang. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat pesisir sudah melakukan upaya
meninggikan bangunan rumahnya untuk dapat beradaptasi di lingkungan permukiman pesisir. Realita tersebut selaras
dengan faktor terbentuknya konsep kebertahanan pesisir yang dikemukakan oleh Whitney et al. (2017) bahwa adanya
kemampuan adaptif pada dimiliki oleh masyarakat pesisir. Upaya peninggian bangunan rumah tinggal tertera pada
Gambar 6 dan masyarakat yang belum berupaya meninggikan bangunan rumah tinggalnya tertera pada Gambar 7.

S
= A P el R >

Gambar 6R Peni;g_gian Blangunan ~ Gambar7. Bangunan Rumah Tinggal Lebih
uman fingga Rendah dari Muka Jalan
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4.1.3.2. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Kawasan minapolitan ditandai dengan adanya dominasi kelompok sosial yang berbasis perikanan. Kelompok Usaha
Bersama (KUB) perikanan adalah salah satu contoh kelompok sosial yang mendominasi di pesisir Kota Pekalongan.
Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa terdapat 10 KUB di kawasan
penelitian, dimana KUB tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga ragam. Tiga ragam tersebut adalah KUB yang berfokus
pada usaha perikanan tangkap, KUB yang berfokus pada perikanan budidaya, dan KUB yang berfokus pada usaha
perikanan pasca tangkap seperti pengolahan ikan asin dan makanan beku (frozen food). Dapat disimpulkan bahwa
capaian pada indikator pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) teridentifikasi dengan parameter terdapat 2-3
ragam kelompok sosial yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat pesisir dan mendapatkan skor 3.

4.1.3.3. Ketersediaan Alternatif Mata Pencaharian

Alternatif mata pencaharian masyarakat pesisir dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menentukan tingkat
kebertahanan sebuah permukiman pesisir. Alternatif mata pencaharian yang dimaksud adalah jumlah pekerjaan
sampingan yang dimiliki oleh masyarakat, seperti pedagang kelontong, buruh, dan jasa. Hal tersebut selaras dengan
pernyataan Puastika & Yuliastuti (2012) dalam Rahmawati et al. (2022) bahwa aspek ekonomi pada kebertahanan
permukiman ditandai dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan sampingan untuk dapat meningkatkan kemampuan
ekonomi. Hasil kuesioner pada peninggian bangunan rumah tertera pada Gambar 8.

2%

Masyarakat pesisir memiliki >3 alternatif mata
pencaharian dan dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari

= Masyarakat pesisir memiliki 2-3 alternatif mata
pencaharian dan dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari

= Masyarakat pesisir memiliki 1 alternatif mata
pencaharian namun tidak dapat memenuhi
kebutuhan sehari-hari

= Masyarakat pesisir sama sekali tidak memiliki
alternatif mata pencaharian

Gambar 8. Alternatif Mata Pencaharian

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 55,7% dari masyarakat pesisir sama sekali tidak memiliki
alternatif mata pencaharian. Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner, indikator pada ketersediaan alternatif mata
pencaharian masyarakat mendapatkan persentase rata-rata adalah 41,5% sehingga mendapatkan skor 2 dengan
interpretasi bertahan terhadap bencana banijir rob pada tingkat rendah. Kondisi demikian menunjukkan bahwa tidak semua
masyarakat pesisir memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.1.4. Konservasi Lingkungan

Kebertahanan permukiman pesisir terhadap konservasi lingkungan diidentifikasi dari indikator adanya kegiatan
rehabilitasi hutan mangrove atau bakau di sekitar sempadan pantai dan sekitarnya. Restorasi hutan mangrove dapat
meningkatkan pemulihan habitat pesisir dengan memberikan perlindungan pantai melalui kekuatan ekosistem yang
meredam energi gelombang saat berinteraksi dengan aliran hidrodinamik (Pamungkas et al., 2024). Berdasarkan hasil
identifikasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, di kawasan penelitian belum terdapat kegiatan rehabilitasi hutan
mangrove yang berfungsi sebagai tempat penanaman mangrove untuk menahan abrasi/gelombang air laut. Kondisi
demikian dikarenakan kawasan penelitian belum memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam tumbuhan mangrove.
Namun demikian, di luar kawasan penelitian sudah ada lahan mangrove yang cukup luas terletak di Kelurahan Panjang
Wetan dimana tempat tersebut dijadikan sebagai pusat konservasi dan wisata edukasi hutan mangrove di Kota
Pekalongan. Oleh karena itu, capaian pada indikator kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di sekitar sempadan pantai dan
sekitarnya teridentifikasi dengan parameter tidak terdapat kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di sekitar sempadan pantai
dan sekitarnya sehingga mendapatkan indeks skor 1.

4.1.5. Tindakan Mitigasi Bencana

Penilaian variabel pada tindakan mitigasi bencana menilai segala upaya untuk mengurangi risiko bencana banijir rob
yang relevan dengan konteks penelitian. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, variabel

81



Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman, Volume 7, Issue 1, 2025, 70-88

tindakan mitigasi bencana memenuhi kriteria kebertahanan permukiman pesisir di pantai utara Kota Pekalongan karena
sebagian besar indikator yang telah dijabarkan untuk menilai tingkat kebertahanan partisipasi masyarakat pesisir
menunjukkan bertahan. Kebertahanan permukiman pesisir terhadap tindakan mitigasi bencana mengidentifikasi
ketersediaan sarana mitigasi bencana dan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi bencana.

4.1.5.1. Ketersediaan Sarana Mitigasi Bencana

Ketersediaan sarana mitigasi bencana mengidentifikasi indikator ketersediaan struktur pertahanan garis pantai,
ketersediaan Early Warning System, ketersediaan jalur evakuasi, ketersediaan titik kumpul evakuasi, dan ketersediaan
posko darurat. Selaras dengan teori yang diungkapkan oleh Dinabrata & Anna (2024), upaya mitigasi secara struktural
perlu diterapkan di seluruh wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi pembangunan dan pemeliharaan tempat
perlindungan serta evakuasi, serta perbaikan sistem drainase. Infrastruktur adaptif di kawasan pesisir dapat dilakukan
pembangunan tanggul laut untuk mencegah air pasang dan rob merambah ke kawasan pemukiman (Sutanto et al., 2025).
Berdasarkan hasil identifikasi pada bab sebelumnya, pada indikator ketersediaan pertahanan garis pantai telah dibangun
Sea wall atau tanggul laut di sempadan pantai kawasan penelitian dan dapat menahan terjadinya gelombang pasang air
laut yang masuk ke wilayah permukiman pesisir. Selain penguatan pada perlindungan pantai berupa sea wall di Jl.
Samudra sepanjang 1000 m, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk
mengurangi dampak bencana banjir rob. Upaya tersebut antara lain adalah pemasangan rumah pompa air di beberapa
titik, pembuatan kolam retensi dan perbaikan drainase. Penanganan banijir pesisir Pekalongan juga difokuskan pada
empat lokasi, yaitu Kali Bremi, Kali Meduri, Rumah Pompa Mrican, Tanggul Drainase Silempeng, dan Pintu Air Darurat
(Salim & Wibowo, 2024). Oleh karena itu, capaian pada indikator ketersediaan struktur pertahanan garis pantai
teridentifikasi dengan parameter terdapat tembok penahan gelombang atau tanggul laut (sea wall) dan dapat menahan
gelombang pasang air laut sehingga mendapatkan indeks skor 4. Berikut ini merupakan kondisi kawasan pesisir yang
sedang dibangun tanggul (Gambar 9) dan kondisi kawasan pesisir setelah dibangun tanggul (Gambar 10).

Gambar 9. Kondisi Kawasan Pesisir Sedang Gambar 10. Kondisi Kawasan Pesisir Setelah
Dibangun Tanggul Laut Dibangun Tanggul Laut

Pada indikator ketersediaan Early Warning System (EWS), kawasan penelitian memiliki EWS berupa megafon yang
lengkap dan berfungsi dengan baik. Namun, luas kawasan yang terjangkau oleh EWS adalah sebesar 43,40 ha. dan
belum sepenuhnya seluruh kawasan dari kawasan penelitian terlayani oleh EWS yang tersedia. Capaian pada indikator
ketersediaan EWS teridentifikasi dengan parameter 51-75% wilayah tersedia EWS dengan komponen yang lengkap dan
berfungsi dengan baik, sehingga mendapat skor 3. Gambar 11 merupakan peta keterjangkauan pada EWS.

Gambar 11. Peta Keterjangkauan Early Warning System
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Dalam penelitian tata ruang pada kawasan pesisir yang tangguh terhadap bencana, diperlukan fasilitas perlindungan
mitigasi bencana seperti jalur evakuasi (Sarveleni et al., 2023). Pada indikator ketersediaan jalur evakuasi, hasil luas
kawasan penelitian yang terjangkau oleh semua ruas jalur evakuasi adalah seluas 81,06 ha. Berdasarkan hal ini, maka
dapat disimpulkan bahwa 96,96% pada kawasan penelitian telah tersedia jalur evakuasi. Oleh karena itu, capaian pada
indikator ketersediaan jalur evakuasi teridentifikasi dengan hasil 76-100% wilayah pada kawasan penelitian telah tersedia
jalur evakuasi, sehingga mendapat skor 4. Gambar 12 merupakan peta keterjangkauan pada jalur evakuasi.

Gambar 12. Peta Keterjangkauan Jalur Evakuasi

Pada indikator ketersediaan titik kumpul, luas kawasan yang terjangkau oleh semua titik kumpul evakuasi bencana
adalah seluas 43,90 ha. Penilaian ketersediaan titik kumpul teridentifikasi dengan parameter 52,51% wilayah pada
kawasan penelitian telah tersedia titik kumpul, sehingga mendapat skor 3. Gambar 13 merupakan peta keterjangkauan
pada titik kumpul evakuasi.

Gambar 13. Peta Keterjangkauan Titik Kumpul Evakuasi

Adapun untuk indikator posko darurat, didapatkan hasil luas kawasan yang terjangkau oleh semua titik posko darurat
evakuasi bencana adalah seluas 33,72 ha yang menunjukkan bahwa 40,33% pada kawasan penelitian telah terlayani
oleh posko darurat. Oleh karena itu, capaian pada indikator ketersediaan posko darurat teridentifikasi dengan parameter
26-50% wilayah pada kawasan penelitian telah tersedia posko darurat sehingga pada indikator tersebut mendapat skor 2.
Gambar 14 merupakan peta keterjangkauan pada posko darurat.
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Gambar 14. Peta Keterjangkauan Posko Darurat

4.1.5.2. Pengetahuan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

Kemampuan mendasar terkait pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana meliputi kemampuan
mengidentifikasi dan memantau risiko bencana, pemahaman mengenai pelaksanaan upaya penanggulangan bencana
fisikk dan nonfisik, serta pemahaman perkembangan budaya sadar bencana (PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Berdasarkan hasil data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti,
indikator pada pengetahuan mendasar dalam mengatasi bencana mendapatkan persentase rata-rata adalah 67%
sehingga mendapatkan skor 3 dengan interpretasi bertahan pada tingkat sedang.

4.2 ANALISIS TINGKAT KEBERTAHANAN KAWASAN PERMUKIMAN PESISIR TERHADAP BENCANA BANJIR
ROB DI PANTAI UTARA KOTA PEKALONGAN

Setelah melakukan identifikasi dan analisis data, maka selanjutnya dilakukan analisis skoring untuk menilai tingkat

kebertahanan kawasan permukiman pesisir terhadap bencana banjir rob dengan merekap semua data. Hasil analisis
skoring tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Analisis Tingkat Kebertahanan Kawasan Permukiman Pesisir terhadap Bencana Banjir Rob
Kondisi Eksisting Analisis Skoring

Variabel Subvariabel Indikator Skor Skor
Indikator  Variabel
Implementasi
program 50% program peningkatan jalan
. . 2,00
peningkatan telah diterapkan
Jaringan jalan
jalan Lebar ruas ialan 60% ruas jalan utama kawasan
> Jate penelitian yang dilalui oleh jalur
utama dilalui . D 3,00
. . evakuasi memenuhi kriteria lebar
jalur evakuasi . .
jalan yang ditentukan
Implementasi
. program 33,3% program pengembangan
Keterlibatan Impl;m;r:rt]aa pengembangan drainase telah diterapkan 2,00
lembaga er%el?haraan drainase 21,00
pemerintah P Jaringan Kondisi rata-rata 43,3% dari hasil
infrastruktur . . . . 2,00
drainase drainase perhitungan kuesioner
Subsistem
drainase yang 100% dari subsistem drainase 400
terhubung telah terhubung stasiun pompa ’
stasiun pompa
Implementasi
Jaringan program 100% dari program peningkatan
air peningkatan jaringan air bersih telah 4,00
bersih jaringan air diterapkan\
bersih
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Variabel

Partisipasi
masyarakat
pesisir

Adaptasi
masyarakat
pesisir

Konservasi
lingkungan

Tindakan
mitigasi
bencana

Kondisi Eksisting

Analisis Skoring

Subvariabel Indikator Skor Skor
Indikator  Variabel
Implementasi Implementasi program 60% program bantuan sarana
program .
emberdavaan bantuan sarana dan dan prasarana penunjang 3.00
P mas ara)liat prasarana penunjang ekonomi masyarakat pesisir telah ’
peysisir ekonomi masyarakat pesisir diterapkan
Implementasi ImplementaS| program 20% dari program pelatihan/
program pelatihan/workshop dalam workshop masvarakat besisir 100
peningkatan peningkatan ekonomi teI,?a h ditZra kanp ’
kapasitas SDM masyarakat pesisir P
Do . Terdapat total 16 kali pada
lnﬁ;ikirglf:t'al Keglasgg:;)r:;rtlurrgizsrakat kegiatan/forum yang terjadi dalam 4,00
y satu bulan
Tersedia lembaga pengelolaan
Pegbz?;rak:r? Slgrnqbgga sampah (bank sampah) namun 3,00 10.00
Upaya peng P tidak diinisiasi oleh masyarakat ’
pengelolaan Rata-rata 57,5%, dari hasil
sampah Perilaku masyarakat dalam perhitungan kuesioner perilaku 3.00
pengelolaan sampah masyarakat dalam pengolahan ’
sampah
Upaya .
peninggian Upaylakmssyarakgt pesIsir Rata-rata 73,5%, dari hasil 3.00
ban melakukan peninggian hit kuesi ,
gunan banaunan rumah perhitungan kuesioner
rumah tinggal 9
Pembentukan Adanya pembentukan Igg?aellpztiti rk?lgm koeklourzgﬁz
Kelompok kelompok Usaha Bersama slaly pok L
perikanan tangkap, perikanan 3,00
Usaha Bersama  (KUB) bersama masyarakat . .
(KUB) pesisir lainnya budidaya, perikanan pasca 8,00
tangkap
Ketersediaan Adanya alternatif mata
; pencaharian yang dimiliki Rata-rata 41,5%, dari hasil
alternatif mata leh K s hi kuesi 2,00
encaharian oleh masyara at pesisir perhitungan kuesioner
P selain nelayan
Upaya Adanya kegiatan rehabilitasi Kawasan penelitian t'd.ak memiliki
. D lahan untuk konservasi mangrove
konservasi hutan mangrove di sekitar . . .
. . sehingga tidak ada kegiatan 1,00 1,00
lingkungan sempadan pantai dan habilitasi dik
sekitarnya rehabilitasi mangrove di kawasan
penelitian
Telah dibangun tanggul laut di
Ketersediaan struktur sempadan pantai kawasan dan
ertahanan aaris bantai dapat menahan gelombang 4,00
P gansp pasang air laut yang masuk ke
wilayah permukiman pesisir
51,91% wilayah pada kawasan
Ketersediaan ~ Ketersediaan Early Warning ~ penelitian telah terjangkau oleh 3.00
sarana mitigasi System EWS berupa megafon yang ’
bencana lengkap, berfungsi dengan baik
o .
Ketersediaan jalur evakuasi 96,96% W|Iaygh telg h terJangkaq 4,00 19,00
oleh ketersediaan jalur evakuasi
Ketersediaan titik kumpul 52,51% wilayah telah terjangkau
. . " 3,00
evakuasi oleh ketersediaan titik kumpul
Ketersediaan posko darurat 40,33% wilayah terjangkau 2,00
ketersediaan posko darurat ’
Pengetahuan K K
masyarakat emampuan masyara at o
dalam memiliki pengetahuan Rata-rata 67%, dari hasil 3.00
mengatasi mendasar terkait mitigasi perhitungan kuesioner ’
bencana
bencana
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Setelah dilakukan analisis skoring pada setiap variabel, selanjutnya dilakukan pembobotan pada setiap variabel guna
mengetahui nilai gabungan yang dihasilkan antara skor yang diperoleh dengan bobot masing-masing variabelnya. Hasil
pembobotan pada setiap variabel tertera pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Pembobotan Tiap Variabel

N Variabel Peneliti Pembobotan
° anabet Fenetiian Skor Variabel Bobot Hasil Skor Pembobotan
1. Keterlibatan lembaga pemerintah 21,00 0,38 7,98
2. Partisipasi masyarakat pesisir 10,00 0,14 1,40
3. Adaptasi masyarakat pesisir 8,00 0,14 1,12
4. Konservasi lingkungan pesisir 1,00 0,05 0,05
5. Tindakan mitigasi bencana 19,00 0,29 5,51
Total Nilai Skor Pembobotan 1 16,06

Setelah mendapatkan hasil skor pembobotan lima variabel yang telah dilakukan diatas, maka selanjutnya dilakukan
untuk mengetahui tingkat kebertahanan kawasan permukiman pesisir terhadap bencana banjir rob di pesisir pantai utara
Kota Pekalongan. Tahap selanjutnya adalah mengubah hasil skor pembobotan yang telah didapatkan menjadi bentuk
interval tingkat kebertahanan permukiman pesisir terhadap bencana banjir rob yang telah disusun di bagian metode
penelitian. Berdasarkan perhitungan jumlah pembobotan yang telah dilakukan, didapatkan nilai tingkat kebertahanan
permukiman pesisir terhadap bencana banijir rob di Kota Pekalongan adalah sebesar 16,06. Tabel 8 merupakan hasil
klasifikasi pada tingkat kebertahanan permukiman pesisir.

Tabel 8. Hasil Klasifikasi Tingkat Kebertahanan Permukiman Pesisir
Klasifikasi Tingkat
Kebertahanan

Nilai Interval Keterangan

Jika hasil skoring memiliki interval 13,21 - 16,97 maka tingkat
Sedang 13,21 -16,97 kebertahanan permukiman pesisir terhadap bencana banijir
rob memiliki kebertahanan dengan tingkat sedang.

Berdasarkan interval yang tertera pada Tabel 8, klasifikasi tingkat kebertahanan masuk dalam kategori dengan rentang
nilai 13,21 - 16,97. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebertahanan permukiman pesisir terhadap bencana
banjir rob di Kota Pekalongan tergolong dalam klasifikasi kebertahanan dengan tingkat sedang.

5. KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian tingkat kebertahanan permukiman pesisir terhadap bencana banijir rob di pantai utara Kota
Pekalongan menunjukkan nilai kebertahanan sebesar 16,06. Nilai ini berarti kawasan pesisir di pantai utara Kota
Pekalongan memiliki klasifikasi kebertahanan tingkat sedang. Nilai klasifikasi sedang dapat diartikan bahwa karakteristik
kawasan permukiman pesisir di Pantai Utara Kota Pekalongan belum sepenuhnya memenuhi kriteria bertahan dari semua
variabel. Indikator yang telah memenuhi kriteria bertahan adalah subsistem drainase yang terhubung pada stasiun pompa,
implementasi program peningkatan air bersih, kegiatan atau forum masyarakat, ketersediaan struktur pertahanan garis
pantai, dan ketersediaan jalur evakuasi. Adapun indikator yang bertahan dalam kategori sedang adalah lebar ruas jalan
utama yang dilalui oleh jalur evakuasi bencana, implementasi program bantuan sarana dan prasarana penunjang
ekonomi, perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, upaya peninggian bangunan rumah tinggal, pembentukan
(Kelompok Usaha Bersama) KUB, ketersediaan Early Warning System (EWS), ketersediaan titikk kumpul, dan
pengetahuan masyarakat dalam mengatasi bencana. Indikator yang bertahan dalam kategori rendah adalah implementasi
program peningkatan jalan, implementasi program pengembangan drainase, kondisi drainase, alternatif mata pencaharian
masyarakat, dan ketersediaan posko darurat. Indikator yang bertahan dalam tingkat sangat rendah adalah implementasi
program pelatihan/workshop dalam peningkatan ekonomi dan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove/bakau.
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